KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINBI JAWA TIMUR
NOMOR 1044 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN / OPERABIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NURUL IRSYAD KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Memm bang i babwa dalbn mngks meningkatkan  onkses pendicliban

Mengingat

Hawdhotul - Athfal  yvang  benmutu, el mwem berikan
Kesempatun masyinakol melaluoi organisasi berbadan hukum
untuk  menyelenggarakan  Koudhatal Athlol  sesuai fdengan
stindar naswonal pendidikon;

b babwa masa berlaky izin aperasional/ pendinian Kaudhatul
Athial sebagnumanag tescantum dabim Lampirnn Keputusan ini
lelaln halis;

¢ babwa  Rawdhwoadl  Athfal  sebagaimana  tercanium  dalam
Lampiran  Keputusan  ini telah memenuhi persviaralan
perpaniangan  zin pendivianfopermsional  Raudhatul  Athfal
berdasarkan Rekomendasi dan Kepala Kantor Kementerian

Aganmn RABUPATEN MALANG Nomor
Kd.1535/02/PP.004/BO8B/2016 Tanggal 29 JANUARI
2016;

. bahwin berdasarkan pertimbangan sebapgaimana dimaksud
dalam hural o harul b don burul ¢, perlu menetapkan
Reputusan  Kepala Koamtor - Wilayeh  Kementerian - Agama
Provinsi i T lenting Perpanjangan lzin
Pendinnn/Operasional - RAUDHATUL ATHFAL NURUL
IRSYAD KABUPATEN MALANG Provinsi Jawa Timur.

Lo Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2000 entang  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negam Republik  Indonesin
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembarnn Negar Republik
Indonesin Nomor 4301},

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 wentang Standar
Nasional Pendidikon (Lembaran Negam Republik Indonesio
Tuhun 2005 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negaran Republik
Indonesin Nomor A449G) Sebagaimana telah dinbah dengan
Pecaturan  Pemerintah Nomor 13 Tabon 2005 lentang
Perubahinn  Kedua Atas Peraturnn Pemenotah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembain
Negarn Republik Indonesin Tahun 2015 Nomor A5, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 5670);



48 Tahun 2008 tenlang
gara Republik Indonesia
yran Negara Republik

Peraturan Pemerintah  Nomor
Pendananan Pendidikan (Lembaran Ne
Tahun 2008 Nomor g1. Tambahan Lembs

Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 lentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

ikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan di Kabu paten/Kola;

Peraturan Menter Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Madrasah;

Peraturan Menteri Pendid

ndidikan Islam Nomor 1385

Keputusan Direktur Jenderal Pe
irian Madrasah

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pend
Yang Disclenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
izin Pendirian Madrasah Karcena Hilang, dan Penerbitan Sural
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

s KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PEMBERIAN 1ZIN  PENDIRIAN /  OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NURUL IRSYAD KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul

Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dapat dicabut apabila  Raudhatul  Athfal  yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Januari 2018

AESEPALAKANTOR WILAYAH
JSKEMENTERIAN AGAMA
7{ PROVINSLUAWA TIMUR,




LAMIYLIRAN

KEPUTUSAN KISPALA KANTEO

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PIOWVINSL OAWA TIMILIE

NOMOI 1049 TATIUN 2018

TENTANG

PIEMISSIRIAN 121N PENDIRIAN S OPERASIONAL
RAUDHATUL ATTHIEAL NURUL [4YAL
KAHUPATIEN MALANG

PROVINS JAWA TIMUIR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHEFAL YANG 1HBERIKAN PIERPANJANCGAN LAIN PENDIFIAN

1| Nama Raudhatul Athfal

2 | Nomor Statistik Madrasah

3 l Alnmat Raudhatul Athinl

NUIRLIL TIESYALD
1O 23507700071

JL SUNAN AMPEL NO 15
| DESA PUTUKIRIZIO

| KECAMATAN GONDANGLEGH
KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN PENDIDIKAN MADRASAH

— _—

5 Akte Nataris Organisasi

Penvelenggara

NURUL IRSYAD

- — e

NO, 642, ACHMAD SYAHRANI, SH.MKn

i —

-

6 | Pengesahan Akte
Organisasi Penyelenggara

Notaris | AHU-0021201.AH.0104 TAHUN 2016 /
19 APRIL 2016

- KEPALA KANTOR WILAYAH
“/ PROVINSI JAWA TIMUR,




